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SAMBUT AN SEKRETARIS IENDERAL DPR-RI

Assalammualatkum Wr Wh

Pup svukur kepada Allah SWT atas tetbitnya buku Pelaksanaan Fungsi
Anggaran DPR RI yang mer upakan hasil ketja keras T Penyusun Buo_Anabsa
Anggaran - dan Pelaksanaan  APBN - Sebagal salah satu upava unruk
mengoptimalkan unsur pendukung keahlian, khususnva dalam pelaksanaan
fungst anggaran, saya mengharapkan bula il dapat dyadikan salah saty
referensi untuk membantu para Anggota Dewan datam melaksanalan fungs
angga-an

Bukiunt menguiakan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional baik
rmgka  panjang, menengah, dan pendele atau tahunan, Peran APBN dalam
Perekonomian, Struktur APBN, Sikius Pembahasan dan Penetapan APBN,
[<clembagran dan Tugas Lradon Angearan. Schunita, untek memudahkan datamn
memahame buku i juga diberikan defmisi/pengertian dan masing -masing
nomenklatur

Penvapan secara Kionologls dart mulan ibapan perencanaan pembangunan
nasional dimaksudkan untuk memuedahkan pembaca memahanu secara runtut
[roses  perencandaan —penganggaran-- pelaksanaan —pengavasan keuangan
negdantl yang di dalamnya termasuk menjelaskan peanaon masing-masing
lembaga cksekutif dan legislatit

Sehagar pelengkap  dan nwtert i, ojuga disapkan daro-data dan siklus
perencanaan dan penganggaian APBN sohingga dapat diyadikan acuan dalam
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dalam permbabasan RAPBN

Saya menghargat usaha yang telah difakakan oteh Biro Amalisa fnggaran dan
Pelaksanaan APBN dan berhatrap agar buku i terus dikembangleon sesua
dengan perubahan danpermasalahan yang terus betkembang, demi pethatkan
buku di masa yeng akan datang

Akhitnya, saya mengucapkan selamat dan pengharpgaan atas jerih payah para
penulis, semoger buku i dapat memberilian manfaat bagr kit semua

Wassalamualatkum wr wh
pakarta, JuliZih g
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PENGANT AR KEPALA 8RO

ANALISA ANGGARAN BAN PELAKSANAAN APEN

Athamduliliahirobbit ‘afanun,

Py dan sy ukae dipamatkan kepada Allah SWL karena dengan rahmat dan
karunia-Nva buku  Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR-RI mi dapat
diterhitkan

Anggatan Pendapatan dan Bekwja Negara sebagar wujud dari pengelolam
kewangan  negata  ditetapkan setap  tabun dengan  undang-undang  dan
dilaksanakan secaa terbuka dan betanggungpasvab untuk sebesar-besamya
kemakmean rakyat Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan
Belaja hegaa digjukan oleh Presiden untule  dibahas - beisama Dewan
Perw adalan Rakyat dengan memperhatikan pertmbangan Dewan Porwakilan
Daetah  Apabila Dewan  Perwakilan Rakyat  udak  menyetujur Rancangan
Anggaratt Pendapatan dan Belama Nega yang  diusulkan oleh presiden,
Pemen mtah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeura tahun yang
lalu

sepdan dengan amanac relorhiasl, Retommast di bidang - keuangan negaia
ditandar dengan lahnnya 3 (dga) paket Undang-Undang (UU). dv Indang
kewangan  negara uutuk  meenggantikan 1CW perundangan pennggalan
pemer mtah Hindia Belonda, yaitu: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU No
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertinggungjawaban Keuangan Negara  Selaan  itu dalam kerangka
peleianaan pembangunan msional, diterbitkan pula Undang-Undang No 25
Tahun 2004 tentang Siiom Pet encanaan Pembangunan Nasional

Pakel Undang-Undang un mengubah paradigma pengelolaan keuangan negata
baik di ongkeat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Pamdigma baru
penpelolaan kevangan negai dalam rangka memngkatkan transparansi dan
akunlabilitas menuwu tertib admmistiost dan tertib penyelenggar aan negina
yang bersih dan bebas KKN

Sebagammana dianmanatkan dalam Undang Undang tentang Kevangan Negaia,
Peraermtah Pusat mengapukan  Roncangan Undang-undang  tentang APEN
discrtu Nolr Keuangan dan dokumen pendukungnva kepada NPR-R1 pada
bt Agusiies tahun sebelumnya Pembahasan RUU tersebut dilakukan sestia
dengan wndang undang vang mengaun sasunan dan kedudukan DPRORE vang
dadam bannt RUU tentang per ubahan BU No 27 wentang MD3. Dalain weiakukan
pembahasan APBN,  DPR - dapat mengajukan wsul - yang mengakibatkon
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perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RAPBN dan
pengambilan keputusannya dilakukan selambat-lambatbya 2 {dua) bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan APBN yang disetujui
DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis
belanja

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangun
DPR dalam membahas RAPBN sampai pada “rincian kegiatan dan jenis belanja”,
miaka telah ditindaklanjuti dengan telah disahkannya RUU perubahan MD3 yang
secara cksphsit dituangkan dalam Pasal 98, hahwa pembahasan hanya sampai
pada program Selain itu, persetujuan atau penolakan terhadap program akan
dilakukan secara tegas, tanpa persyaratan dan tidak melakukan penundaan
pencairan terhadap anggaran yang telah disetujul

Meskipun dalam pembahasan tidak sampai pada rincian kegiatan _dd:l jenis
belanjn, namun sebagai bahan dalam melakukan fungsi  pengawasan,
kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan te tulis
mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 {tiga puluh) hari sctelah
undang-undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang APBNP ditetapkan
di paripurna DPR

Hal lain yang sebelumnya tidak diatur adalah bahwa anggota DPR herhak
mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan
dalam Paval 80 yang operasionalisasinya lebih lanjut dituangkan ke dalam
tugas Badan Anggaran, yaitu melakukan sinkronisasi terhadap usulan program
pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasth kepada semua pihak yang telah
membantu terbitnya buku ini

lakarta, Juli 2014,
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PEND AHULUAN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata
Card perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan eleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah

Kebijakan hiskal vang dilmplementasikan dalam APBN memiliki peran
vang penling  dalam perekonomian. APBN  merupakan alal  untuk
mempengaruhi - kecepatan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,
dengan  mmdikator  antara  lain meningkatnya  pendapatan  nasional,
ber kueangnya pengangpuran  dan penduduk misking Peran tersebur
dilalesanalean dengan kebijokan iiskar (APBN) meladui 3 (tiga) fungsi
clkonomi pemerintah, vaitu fengs elokasi, fungs distibuse dan fungs
stalnfisasi. Kehiga fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh sekror
SWastd

Sejakk tabun 2001 hingga sekarang, prinsip anggaran vang digunakan
adalah anggaran suiplus/defisit Sejalan dengan itu, format dan struktur
APBN beruhah dari T-Account menjadi {-Account, Hal nl dilaksanakan
dengan beberapa alasan yaitu penyesuainn format dengan Government
Finance Statistics (GFS) sehingga meningkatkan transparanst dalam
penyusunan APBN  serta mempermudah  analisis, pemantauan  dan
pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN

Siklus  Pembahasan dan Penetapan APBN antara lain: Pembicaraan
pendabuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam  rangka
menyusun Rancangan  APBN;  Pembahasan  dan Penetopan  APBN,
Pembahasan  Laporan Realisasi Scmester Pertama dan Prognoesis 6
(enam} bulan berfkutnys; Pembahasan dan penetapan Rancangan
Undang-Undong  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  APBN;

PRI AhAni8a ZMGGARAN DAN PELARSANAAN APBN
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Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN.
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SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL

Dengan divadakannya Ganis-Garis Besar Haluan Negava (GBIIN) sebagar
pedomat penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatny
otonon dacrah dan desentralisast pemerintahan dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan,
Rencami Pembangunan Jangka Panjang Nasional songat diperlukan. Sejalan
dengan Undang-Undang Nomar 25 Tawn 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional {SPPN) yang memerintabkan penyusunan RPJP
Nasional yang menganul paradigima perencanaan yang visioiner, maka RPJP
Nassional hianya metuart arahan secara garis besar

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdin dari tujuly belas ribuan
pulaw, beraneka suku hangsa dan adat istiadac namun satu taguan dan
saln cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Repubbk [ndonesta Tabun 1945 Untuk
melaksanakan dan mencapai satn tujuan dan satu cita-cita tersebut
diperlukan suatu rencana yang dapat nerumuskan secara lebibh konkeet
mengenal pencapaian dart tujuan bernegara terse but

Untuk wenjomin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien,
dan” bersasaran maka dipeclukan perencanzan pembangunan nasional,
dan agar dapat disusun perencanaan permnbangunan nasional yang dapat
menpanin tercapainya tujlan negara perlu adanya sistem perencanaah
pembangunan nasional

Perencanaan adalah suatd proses untuk meoeotukan tindakan masa
depan yang (epat, melalui wrutan pilihan, dengan memperhitungian
sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang
diluksanakan oleh semua komponen baogsa dalam rangka mencapai

bupian bernegara

Sistem Ferencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesaman taa
cal perencandan pemhangunan untuk menghasukan rencand-rencana
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pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarskat di
tingkat Pusat dan Daerah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
mendukung  koordinasi antarpelaku  pembangunan;  menjamin
terciptanya mtegrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat
dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan
partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber
daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DASAR HUKUM SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

1 Undang-Undang Dasar 1945;

Viss :  Negara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu,
Berdaulat, Adil dan Makmur
Misi. - Melindungi Segenap Bangsa Indonesia

Memajukan Kesejahteraan Umum
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
lkut Melaksanakan Kemerdekaan Dunia yang
berdasarkan Kemerdekaan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN



4 Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
2014;

o Peraturan Presiden Tentang Rencana Kerya Pemeriatah
(RKP).

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN} adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasionat 20 (dua puluh } tahun
yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi
dan arah Pembangunan Nasional.

Selanjutnya visi dan musi dan UUD 1945 dijabarkan dalam UU No. 17
Tahun 2007 teritang Rencana Pembangunan [angka Panjang (RP|P), dan
selanjutnya dijabarkan dalam RPJMN sesuai dengan visi dan misi
Presiden terpilh untuk periode 5 tahun, dan untuk tiap tahunnya
direncanakan dengan Rencana Kerja Pemerintah {RKP)

T BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN



Gambar 1.

Rencana Pembangunan jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP,
adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
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Gambar 2.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
VISI INDONESIA 2025
"INDONESIA YANG MANDIR:, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

e Mandiri Mampu mewujudkan kehidupan sejajar
dan sederajat dengan bangsa lain dengan
mengandalkan pada kemampuan dan

s kekuatan sendiri.

Ly » Diukur dari kualitas SDM, tingkat
kemakmuran, dan kemantapan sistem dan
kelembagaan politik dan hukum.

* Adil - Tidak ada diskriminasi dalam bentuk

apapun, baik antarindividu, gender,

maupun wilayah.

Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh

* Mak
o kebutuhan hidup

Gambar 3.

RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA PANJANG NASIONAL
MISI PEMBANGUNAN

Mewujudkan masyarakat beraklak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

Mewujudkan bangsa yanag berdaya saing

Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum

Mewujudkan Indonesiaaman, damai, dan bersatu

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan
dunia internasional

F 7 J BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSAMAAN APEN
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Dokumen perencanaan anggaran kita mengenal Rencana Pembangunan
Lima Tahunan (RPJMN) vyang dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) per tahun.

Gambar4.

Gambar di bawah menjelaskan tentang keterkaitan antara Undang-
Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Undang-
Undang Keuangan Negara, dimana kedua Undang-Undang tersebut
digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai
pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran baik dalam
perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek.

Tujuan yang ingin dtcapai dengan ditetapkannya Undang-Undang
tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah untuk: (a) mendukung
koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan
nasional. (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
baik antardaerah, antarruang antarwaktu, antarfungsi pemerintah
maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan

—
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konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e} mengoptimalkan

partisipasi masyarakat.

Gambar 5.
Implementasi Sistem Perencanaan dalam Sistem Penganggaran
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah
dokumen perencanaan pembpangunan nasional 5 tahunan yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasienal, yang memuat strategi
pembangunan nasional, kebijakan unmumn, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan
dan lintas Kewilayahan, serta kKerangka ekonomi makro yang mencakup
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gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan
fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif. !

Tahun 2014 adalah merupakan akhir dari pelaksanaan tahapan RPJMN
ke-2 yang selanjutnya memasuki tahapan RPJMN ke-3 yang diawali pada
tahun 2015,

Dalam  rangka menjaga  kesinambungan pembangunan dan
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden
yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya
diwajibkan menyusun RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) pada tahun pertama periode Pemerintahan
Presiden berikutnya, yaiu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.
Namun demikian, Presiden terpilih periode berikitnya tetap mempunyai
ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada
tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan
2025, melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN
sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keselurithan RPJPN
adalah 2005-2025. i

Musrenbang Jangka Menengah Nasional, dilaksanakan paling lambat 2
{dua) bulan setelah Presiden dilantik. RPJM Nasional ditetapkan dengan
Peraturan Presiden paling lambat 3 (tlga) bulan setelah Presiden
dilantik.
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RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN NASIONAL
ATAU RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambar an perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan
Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah ©
(RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 {satu)’
tahun

Untuk tahun 2014, RKP tahun 2014 disusun agar menjadi pedoman bagi
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun
2014 dan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah

at/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mencapal
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tujuan bernegara, yang terdiri atas 3 (tiga) buku yang meiupakan satu
kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagat
berikut:

Buku I: Tema, Prioritas Pembangunan dan Kerangka lkonomi Makro
Buku 1I: Prioritas Pembangunan Bidang
Buku Ill: Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

Ketiga buku tersebut akan memaparkan rencana pembangunan nasionat
tahun 2014 yang memuat 11 priontas nasional dan 3 prioritas lainnya

Gambar 7.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
= ' |
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\-_ Bidang Kesejahteraan Rakyat
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2 PERAN APBN DALAM PEREKONOMIAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Kebijakan  ckonomi makro secara garis besar  dibedakan  menjad)
kebijakan fiskal dan kebijakan moncter Kebijakan fiskal terkait sektor
ril (barang dan jasa) dan kebijakan moneter lerkait seklor moncelel
{uang). Pertumbuhan dan stabilitas sektor ril dipengaruhy Pemermtah
melalw kebijakan fiskal, Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas sekron
nmoneter dipengaruhi Bank Indenesic melalur kebijakan monete

Kebnakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang me ngatur
wntang penecimaan dan pengeluaran negara . Dengan kebijakan hskal.
Pemeritah mengaralikan perckonomian ke kondisi yang lebih baik
dengan menggunakan instrumen penerimaan dan pengeluaran negara
Inser umen kebakan fiskal i i Indonesia dikenal dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanga Negara (APBN)

Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 23 Bab VIl Hal  Keuangan
menyebutkan APBN sebagal wujud dari pengelolaon keuangan negara
dite tapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksan akan secars
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyal Dengan demukian APBN,  perrubahan APBN  dan
pertangeungiawaban  pelaksanaan APBN  memerlukan  persetujuan
Dewan Perwaldlan Rakyat (DPR)

Scla‘n]urny.l dalam Undang-Undang No, 17 tahun 2013 tentang Keuangan
Negara, APBN  disusun sesuai dengan kebutuhan  penyelenggaraan
pemenmtahan negara  dan kemampuan negara dalam menghimpun
pendapatan necara Dalam rangka mewwgudkan  tercapainys  tjuan
bernegma, penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada Rencana
Kerja Pemerimtah (RKP). Kementernian/Lembaga menyusun Rencana
Kerja  dan Anpgaran I/L tahun berikutnya  untuk  kemndian  hasil

1
!
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pembahasannya bersama DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan
sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN tahun berikutnya,

Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, untuk pelaksanaannya
dituangkan melalw Keputusan Presiden.

PERAN APBN DALAM PEREKONOMIAN

Kebijakan fiskal yang diimplementasikan dalam APBN memiliki peran
yang penting dalam perekonomian. APBN merupakan alat untuk
mempengaruhi kecepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
dengan indikator antara lain ineningkathya pendapatan nhasional,
berkurangnya pengangguran dan penduduk miskin.

Peran tersebut dilaksanakan dengan kebijakan tiskal (APBN) melalui 3
{tiga) fungsi ekonoini Peinerintah, vyaitu fungsi alokasi, fungsi
distribusi dan fungsi stabilisasi  Ketiga fubgsi tersebut tidak dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta.
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Tabel 1.

APBNTAHUN 2008-2014
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Sumber: Kementerian Keuangan R

Di dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara’

dijelaskan:

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian.

Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran Pemerintah
untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani
kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas melalui -

pelayanan dan barang-barang publik yang
dibutuhkan masyarakat secara efisien.

penyediaan
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Fungsi ini dalam APBN 2014 dilaksanakan melalui

(1) Alokasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Kementerian/
Lembaga & Bendahara Umum Negara) dan Transfer ke
Daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus &
Penyesuaian);

{2) Berbagar macam fungsi, yaitu pelayanan umum,
pertahanan, ketertiban dan  keamanan, ekonomi,
lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum,
kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan
perlindungan sosial; dan

(3} Klasifikasi ekonomi, yaitu belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain,

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa Kebijakan anggaran
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,

Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan
subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat

Fungsi ini dalam APBN 2014 dilaksanakan diantaranya melalui:

(1) Fungsi DAU sebagai alat untuk meminimalkan ketimpangan
fiskal antardaerah dan dimaksudkan sebagai alat untuk
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi;

(2) Subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam membuat
suatu barang/jasa menjadi lebih murah untuk dibeli,
digunakan, atau dihasilkan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

(3} Bantuan sosial yang merupakan pemberian bantuan
berupa uang/barang dari Pemerintah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan



untuk melindungt dari kemungkinan terjadinya risiko -
sosial; dan

(4) Penerapan PPh orang pribadi dengan tarif progresit, yaitu
semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi tarif
pajak yang harus dibayarkan,

3 Fungsi stabilisasi mengandung artt  bahwa anggaran
pemerintah inenjadi alat untuk mmemelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian.

Fungsi stabilisasi dalain APBN 2014, misalnya ditetapkan terkait
dengan upaya menciptakan stabilitas ekonoini  dengan
meminimalisasi volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian
melalut instrumen fiskal dain moneter.

Dengan peran stabilisasinya, APBN dipandang merupakan salah
satu alat yang efektf untuk memperkecit siklus bisnis (naik
turunnya perekonoinian).

Kebijakan ekspansi fiskal nelalui pengalokasian stimulus fiskal
dalam tahun 2009, misalnya telah imampu menahan ekonoint
Indonesia dari dampak krists, bahkan mampu membuat
ekonomi tumbuh posttif di tengah kondisi inelambatnya
pertumbuhan ekonomi dunia.

Adapun alternatifl kebijakan fiskal dalam APBN yang bisa dilakukan
pemerintah, yattu:

1. Kebijakan anggaran defisit

Kebijakan ini dikenal juga dengan kebijakan fiskal ekspansif. jika
diperkirakan ekonomi mengalami kelesuan pada tahun depan,
maka Rancangan APBN disusun dengan jumlah belanja negara
lebih besar dari jumlah pendapatan negara, Kebijakan fiskal
ekspansif ini memiliki peran mendorong pertumbuhan ekonomi
pada saat ekonomi mengalaini kelesuan, inelalui peningkatan
permintaan barang dan jasa serta peningkatan investasi di
masyarakat
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2. Kebijakan anggaran surplus

Kebijakan ini dikenal juga dengan kebijakan fiskal kontraktif,
Hal ini dilakukan jika kondisi ekonomi kurang stabil, khususnya
jika terjadi kenaikan inflasi. Kebijakan ini akan menyebabkan
uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang.
Permintaan barang dan jasa di masyarakat akan mengalami
penurunan. Jika diasumsikan penawaran barang dan jasa tetap,
maka sesual hukum ekonormu harga barang dan jasa akan
mengalami penurunan

Besarnya peran kebijakan fiska] ekspansif dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi digambarkan pada Gambar 8 Peningkatan
belanja pemerintah pada tahun 2010 dan 2011 memberikan pengaruh
yang positif terhadap pertumhuban ekonomi di tahun yang
bersangkutan

Gambar8.
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan
PDB (%)
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Sumber: Kementerian Keuangan Rl dan BPS

Alternatif kebijakan fiskal yang diambil Pemerimtah, apakah kebijakan
fiskal ekspansif atau kontraktif dapat dilihat dari naik atau turunnya
defisit dalam APBN, seperti yang terlihat dalam Gambar 9. Pada saat
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defisit dalam APBN mengalami kenatkan berarti belana negara dalam
APBN lebih besar dari pendapatan negara

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 20033 tentang Keuangan Negara,
defisit ainggaran dalam APBN dibatas) maksimal 3 persen dari Produk
Domestik Bruto (PDB} Efisiensi kebijakan fiskal semakin rendah jika
rasio dehsit terhadap POB semakin besar

Gambar9.
Defisit APBN Tahun 2008 - 2014
(miliar Rupiah)
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Sumber Data Pokok APBN 2008 - 2012 dan LKPP Tahun 2013

Kebijakan anggaran defisit (ekspansif) selain memberi insentif atau
mendorong peningkatan pertnmbuhan ekonomi, tapi di sisi lain memiliki
impikast peningkatan jumlab utang yang harus ditanggung Pemerintah
Pusat untuk membiayal defisit tersebut,
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Gambar 10
Jumlah Utang Pemerintah Pusat, 2008- 2014 (triliun rupiah)
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Jumlah utang pemerintah pusal {gambar 10) scuap tahun mengalann
peningkatan dart Rpl 954 triliun tahun 2008 diperkirakan menjadi
RpZ-461 triliun tabhun 2014, Sempat mengalami penurunan < taliun
2009, tapt kembali meningkat  di tahun-tahun  berkutnvea. Namun
demikian efektivitas penggunaan atang pada ekonomi nastonal terus
memoatk  ditandar  dengan kecenderungan  asio jumlain utang
pemerintah pusat terhadap PDB yang lerus mengedil setiap tahunnya.
Dart 33 persen di Lahun 2008 menijadi 24,6 persen di tahun 2014 #al ini
mengmdikasikan lape patumbuhan PDB - lelih tngg dibandingkan
dengan laju peningkatan utang

Namun vang perlu diaaspadal adalah peninglatan debr service ratin
(PSR} Indonesia (Gambar 11) yaitu rasio pembayaran pokok dem bunga
utang luar neger;  terhadap penerimaan hasil ckspor  Indonesia
Persentasenya mengalami penimgkatan  setfap  Lahunnya, dali 21,09
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persen tahun 2009, meningkat menjadi 39,10 persen di kuartal ketiga
tahun 2013. Menurut IMF, batas aman DSR suatu negara adalah 30
persen.

Gambar 11.
Rasio Utang Pemerintah Pusat terhadap PDB, 2009 - 2014 &
Rasio Pembayaran Utang (DSR) 2009 - 2013 (%)
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Sumber: Statistik Utang Luar Negeri, Kemnenterian Keuangan Rl dan Bank Indonesia
Catatan: - Rasio utang thd PDB Th 2013 angka realisasi sementara. Th 2014 angka dalam
APBN
- Rasio Pembayaran Utang, tahun 2013 s.d Kuartal Ill

TANTANGAN APBN SAAT INI

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekedar peningkatan nilai nominal
PDB atau peningkatan angka pertumbuhan tetapi bagaimana kualitas
dari pertumbuhan ckonomi tersebut tercapai. Setidaknya dalam 3 tahun
terakhir ini, dalam Undang-undang APBN secara eksplisit diamanatkan
dajant batang tubuh, yaitu bahwa, pemerintah harus mengupayakon
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pertumbuhun ekonomi yang berkuadlitas yang tercermin dalam penurunan
dngkat kemiskinan, penyerapan tenaga keya maupun penurunan tingkat

pengungguran terbuka

Tabel 2. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
dalam UU APBN
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Sumber UL APBN Derbagar tahan & data BPS, diolah

Realisast pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 58 persen yang
berartt mengalami perlambatan 04 persen dari talun 2012, Sejalan
dengan itu terjadi penurunan orang bekerja 0,01 juta orang yang
tercertnin juga dalam peningkatan tingkat pengangguran terbuka
menjadi sebesar 6,25 persen atau lebih tinggl dari Kisaran sasaran yang
ditetapkan oleh Undang-undang. Disis{ lain, berdasarkan data BPS, nilai
g rasio Indonesia sepanjang tahun 2010-2013 berturut-turut adalah
038, 0,41, 041 dan 0,413, Menter{ Keuangan Chatih Basri mengklaim
angka rasio gint 2013 yang mencapai 0,41 persen hukan discbabkan oleh
adanya jumlah peningkatan  penduduk  miskin, melainkan  karena
perturmbuehan  ekonomii  menenpah  atas  yang  jauh  lebih  tingg
dibandingkan dengan kelompok menengah ke bawah
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Gambar 12.
Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio

2010 2011 2012 2013

—¢—Pertumbuhan Ekonomi  =—=Gini Ratio

Sumber Bl;S, diolah kembali

Todaro (1989) mendefinisikan koefisien gini atau gini rasio sebagat
ukwran  ketimpangan atau ketidakmerataan agregat yang dapat
bervariasi antara nol sampal Satu  Koefisien gini sama dengan nol
menunjukkan adanya pemerataan sepenuhnya sedangkan koefisien gini
sama dengan satn  menunjukkan adanya ketidakmerataan atau
ketimpangan sepenuhnya

Harga Minyak Mentah Dunia dan Produksi Minyak

Dalam kurun waktu 1980-2012, konsumsi minyak di Indonesia tumbuh
rata-rata sebesar 3,97 persen per tahun dan produksi justru anjlok
dengan pertumbuhan negatif sebesar 1,54 persen.

Kondisi penurunan produksi yang berbandmg terbalik dengan
peningkatan konsumisi tersebut, menyebabkan terdapat “iag” yang
sangat besar yakni hampir 45 persen per tahun “Lag” ini sangat
membahayakan dalam perekonomian mengingat “lag” semakin
membesar maka sebagian besar ekonomi kita akan sangat bergantung
pada  kekuatan  “supply” minyak dunia. Kondist ini pula  yang
menyebahkan indonesia menjadi negara importir minyak dunia sejak
tahun 2003 dan akhirnya Indonesia harus keluar dari dari anggota OPEC
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(Organization of The Petroleurn Exporting Countries) pada tahun 2009
yang lalu

Pergeseran Indonesia menjadi Net Importir yang dowl semula Nel
EkspOrtir semakin  membahayakan perekonomian Indoncsia,  jka
melihat perkembangan “supply” ninyak dunia yang hanya tumbnh 1,03
persen per tahun sementara permintaan minyak dunia twnbuh Iebih
tinggi yakni 1,09 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama
Situasi ini menyebabkan perekonomian Indonesia sangat rentan
terhadap perkeinbangan harga minyak dunia yang akan memberikan
tekanan terhadap neraca perdagangan, nilai tukar rupiah dan besaran
subsidi energi dalam APBN

Gambal_r 1'_3..
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Sumber: RBPS, data diolah
Tax Ratio dan Caverage Ratio

Tax ratto merupakan  perbandigan  antara  jumlalt  penenmaan
perpyakan dibandingkan dengan Produk Domesuk Bruto (PRB) sualu
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negata. Rasio itu dipergunakan untuk menilar tingkat kepatuhan
pembayaran pajak oleh masyarakat dan menjadi salah satu indikator
ketahanan fiskal suatu negara

Sedangkan Tax Coverage Ratie adalah perbandingan antara besarnya
pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak
yang seharusnya dapat dipungut. Tax Coverage Ratro merupakan
indikator nntuk 1nenilai tingkat keberhasilan peinungutan pajak Tax
ratio Indonesia pada tahun 2008 mencapai 13,3 persen atau
tertinggi dalam 6 (enam) tahun terakhir. Sempat mengalami
penurunan yang cukup signifikan di tahun 2009 yaitu 11,1 persen,
namun tahun-tahun berikutnya persentasenya kembali mengalami
peningkatan. Tahun 2014, dalam APBN Perubahan persentase tax
ratio ditargetkan mencapai 12,38 persen.?

2 palam bewa lax Raue Indonesia Tingg, Ada Kesalaban Penghieangan Tax Ratwnl © dh website
Dircktorat Jenderal Parak disamparkan bahwa o mula tx vatio vang digunakan saat i hanper d
seluruh negaa duma adatalh prmlah pajak dibagn dengan PDB Jumilah pajak tersebut lermasuk
dalamnya pajak daerah babkan di Amenka, royalu dar | penet inaan Sumber Daya Alam [SDA) juga
dibmung  sebagar pajak Sedangkan d Indonesia, selama tu perhitungan Tax Raue udak
memasukkan unsur pajak daerah, apalogi penenimaan 5DA ika menggunakan formula yang benar,
Tax Raue Indonesia dh angka 1464%  Perbandingan antarnegara perlu menggunakan Jax Rauo
berdasarkan OECD Model Tax Ratie Indonesia 2010 adalah 14,64%, sama dengan Phiipina Indha
1h9%. Thatland 17%. Malaysia 155%, dan Amerika Senkat 18,4% Tax Ratic Indonesia tahun 2012
hased on OECD Model adalab 15.4% Terkail dengan Tax Covernge Indonesia, Diren Pajak Fuad
Rabmany menjelaskan babwa ekononi Indonesia saat i kian melebar dan kian berpotens: kuat
Banvak kawasan berikal namun tidak terjangkau oleh pegawai pajak  Pegawar pajak di Jepang lebih
dae 60 000, sedangkan ponlah penduduknya hanya 126 jula Bandingkan dengan pegawar pajak ¢
Indonesia sekatar 31 SO0 Babkan d Jepatig, IT udak dapat menggantikan pegawal pajak, tetap
memet bkan perln Account Repeesentative v Indonesia aedito. hanya 4 300, atau sekitar 15%;
darn selut uh pegawea paak D Jepang dan Australia komposisinya jauh lebih besar Ix Indonesia,
petugas papk e DIP lnh banyak adimmistrator, kurang fronefinec Idealnya darl 32 000, 20 000
nrang adilsh frontdimer, yang lerbagh menjadi 12 000 AR dun 8000 pemeriksa pajak

Wanb Pogake (WP yang w daftar bara 20 jula, sedangnya potensinga mencapal 60 juta orang yang
scharusnya menjadl WP Dengan jumlah rata-ratm sekarang 10000 AR, berarti per AR barus
menangant 600 000 WP Kondwsi saal im, per Account Representatfve menangam 5000 Wajb
Pajak

Menurue Dien Papk Fuad Rahmany . Pada intinya Direkrorat Jenderal Pajak kekurangan personil
Perhe ditingkatkan jumlah pegawat pajak 10-20 kali lipat Oibutuhkan 30000 pegawai, per tabun
7000 pepawar baro unruk mendudukijabatan AR, fungsioral pemeriksa, pentlar jure sita
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Gambar 14.
Tax Ratio Indonesia
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Sumber: Data PokokAPBN 2008- 2014 dan LKPPTahun 2013
Mandatory Spending

Mandatory spending adalah pengeluaran negara pada program-program
tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku, diantaranya adalah (1) kewajiban
penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD
sesual amanat Amandemen ke empat UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4); (2)
kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimai 26 persen
dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai
ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (3)
penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN
sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
(4) penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang
Otonomi Khusus provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2
persen dari DAU Nasional; (5) penyediaan dana Keistimewaan DIY
sesuaj dengan UU No 13 Tahun 2012; (6) penyediaan dana desa 10

[ e R Y
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persen darn Dana Transfer Dacrah sesuai dengan UU No 6 tahun 2014
Perkembangan mandatory speading ditampil kan dalam grafik be rikut

Gambar 15.
Perkembangan Pengeluaran Negara yang Dimandatkan {Mandatory
Spending) Tahun 2008-2013 (triliun rupiah)
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Sumbier  Nola kewangan APBN Tahun 2014

Dengan adanya mandatory spending menyebabkan ruang fiskal (fiscal
space) makin terbatas, khususnya untuk  alokasi anggaran ke jenns
belanja yang dapat lebih produktif. Hal ini disebabkan oleh anggaran
belanja nogara vang seliap tahunnya iebih besar digunakan untuk
membiayar belanma vang ber sifat mengikat. Komposisi belanja mengingat
dan tidak mengikar ditampilkan dalam grafik berikut.
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Gambar 16.
Perkembangan Komposisi Belanja Negara Mengikat
dan TidakMengikat, Tahun 2008-2013 (%)
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Sumber  Nota }.(-ctmng;m APEN Tahun 2014

Keterbatasan fiscal space berisikc membuat APBN tidak dapat berfungsi
secara opumar. Selain itu, fungsi APBN sehagar stabilisator bagi
perckonomian yang bersifat countercyclical menjadi kurang fleksibel
untuk antisipasi perubahan asumsi ckonomt global Padahal sebagai alat
kebijakan fiskal, APBN harus dapat bermanuver, vaitu pada saat
ekonomi sedang dalam kondisi stabil, pemerintah dapat menjalankan
anggaran surplus, dan sebaliknya, pada saat krisis, pemerintah dapat
melakukan ekspansi fiskal dengan menjalankan anggaran defisit

Dimasa yang akan datang, diharapkan adanya peningkatan efektifitas di
scktor belanja, khususnya belanja bersifat mengikat yang menjadi
penycbab utama keterbatasan fiscaf space

Belanja subsidi merupakan faktor pengurang terbesar terhadap fiscal
space sehingga diupayakan dikurangi secara bertahap agar fiscof space
nsa tetap terjaga, diantaranya melalui pengendalian penggunaan BBM
bersubswli  dan hstrik  bersubsidi. Selain  belanja  subsidi,  faklor
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pengurang lainnya adalah belanja pegawai, pembayaran bunga utang,
dan alokast transfer ke daerah. Selain itu, perlu pembaharuan kebijakan
belanja dengan mempercepat penerapan penganggaran berbasis kinerja
(PBK) yang lebih berorientasi kepada output dan outcome Ketentuan
peraturan perundangan yang akah diterbitkan diupayakan menghindari
terciptanya mandatory spending baru, dan lebih berpihak pada ruang
gerak pemerintah yang longgar dalain meningkatkan multipiier effect
perekonoinian, misalnya dalam bidang infrastruktur.

Subsidi Energi

Real isasi anggaran belanja subsidi energi, dalain rentang waktu 2008-
2014 secara nomihal nengalami peningkatan sebesar Rp127,30 triliun
atau tumbuh rata-rata 17,9 persen per tahun, yaitu dari Rp223,0 triliun
pada tahun 2008, menjadi sebesar Rp350,3 trillun pada APBNP tahun
2014

Volume konsuinsi BBM bersubsidi dalain beberapa tahun terakhir
cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, realisasi konsumst
BBM bersubsidi mencapai 382 juta kiloliter dan pada tahun 2012
realisasinya mencapai 43,3 juta kiloliter. Pada APBNP tahun 2013
volume konsumsi BBM bersubsidi mencapai 480 juta kiloliter Dengan
kecenderungan semakin meningkatnya bebah subsidi BBM, BBN, LPG
tabung 3 kg LGV dari tahun ke tahun, maka perlu dilakukan langkah-
langkah pengendalian agar beban subsidi tersebut tidak memberatkan
APBN. Untuk itu, dalam periode 2008-2013, Pemerintah telah
melakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain. (1) meningkatkan
program pengalihan pemakaian mmyak tanah bersubsidi ke LPG tabung
3 kg (2) meningkatkan pemanfaatan energy alternatif dan diversikas
energi; (3) melakukan pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi
serta pembatasan volulne, dan (4) Inengendalikan penggunaan BBM
bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secara bertahap dan
penyempurnaah regulasi. Selaih berbagai kebijakan di atas, kebijakan
lain yang sudah dilakukan Pemerintah dalam rangka mengendalikan
beban subsidi BBM adalah melalui penyesuaian harga jual eceran BBM
bersubsidi
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3 stauicTur APaN

PERUBAHANSTRUKTURAPBN
Sebetum Tahun 2001

Sebelum tahun 2001, struktur APBN yang digunakan adalah berimhang
dan dinamis. Artinya, jumlah penerimaan negara harus sama dengan
jumlah nengeluaran negara.  J}ika jumlah pengeluaran lebih besar
daripada jumlah penerimaan, maka terjadi defisit dan kekurangannya
ditutupi dari pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber dalam atau
luar  negeri Sebaltknya, apabila terjadi surplus maka kelehihan
penernmaan tersebut akan digunakan untuk keperluan lainnya [ntinya
jumlah kedua sisi baik penerimaan dan pengeluaran harus selalu sama

Anggaran berimbang dan dinamis i diwujudkan dalam format APBN
yang disusun dalam bentuk T- gccount.  Dalam T-account, sisi
penerunaan dan sisi pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda dan
disusun secala horizontal. Pada masa ini juga, digunakan sistem
penganggaran dual  budgeting, dimana pengcluaran pemerintah
dipisahkan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
Pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran-pengeluaran
pemermtal  yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin
pemerintahan, yang terdiri dari {;} belanja pegawai, (i} belanja barang,
{tir) pembayaran bunga utang, (i) subsidi, dan {v) pengeluaran rutin
lainnya  Sementara itu, pengeluaran  pembangunan  merupakan
pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek
pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah
pusat dalam rangka pelaksanaan sasaran pembangunan nasional, baik
berupa sasaran fisik maupun nonofisik. Dalam hal ini, pengeluaran
pembangunan terdiri dari (i} pengeluaran pembangunan dalam bentuk
pembiayaan rupiah, yang pendanaannya bersumber dari dalam negen
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dan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman program, dan
(&) pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan proyek, yang
pendanaannya bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman
proyek

Selasin pemisahan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
yang rentan terhadap terjadinya duplikasi anggaran, penggunaan format
T-account juga memiliki kelemahan lainnya. Kelemahan tersebut antara
lain adalah sumber pendanaan untuk inenutup defisit tidak secara jelas
disebutkan. Hal ini tainpak pada hutang luar negeri yang diakui sebagai
peneriinaan pembangunan, padahal yang namanya hutang harus
dikembalikan kepada pemberi pinjaman sedangkan peneriinaan adalah
dana yang diterima pemerintah tanpa perlu dikembalikan. Sehingga
hutang yang sehaiusnya akan meinberatkan keuangan negara dianggap
tidak memberatkan karena dianggap sebagai penerimaan. Demikian pula
pembayaran cicilan luar neger( yang diakui sebagai pengeluaran rutin

Setelah Tahun 2001

Sejak tahun 2001 hingga sekarang, prinsip anggaran yang digunakan
adalah anggaran surplus /defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur
APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account Hal ini dilaksanakan
dengan beberapa alasan yaitu penyesuaian format dengan Government
Finance Statistics (GFS) sehingga menngkatkan transparansi dalam
penyusunan APBN serta mempermudah analisis, pemantauan dan
pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN, serta
mempermudah analisis komparasi (perbandingan) dengan budget
negara lain  Perubahan mi juga dilaksanakan datam rangka
mengakomodir perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan
yang didistribusikan oleh pemeritah pusat ke pemerintah daerah
mengikuti pelaksanaan UU No0.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat Daerah pasca bergulirnya reformasi Format dan struktur r
account yang berlaku saat ini terdiri atas (i) pendapatan negara dan
hibah, {#) belanja negara, dan (i} pembiayaan.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003, maka
sisteln penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku
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secara internasional Menurut GFS (Government Financial Statistics)
Manual 2001, sistem penganggaran belanja negara secara implisit
menggunakan sistem unified budget, dimana tidak ada pemisahan antara
perigeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut
ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Gambar 17
menunjukan perubahan pokok format belanja lama dan format belanja
baru, dan gambar 18 menunjukan Konversi Belanja Negara Menurut
Jenis Belanja

Gambar 17.
Perubahan Pokok Format Belanja Lama dengan Format Belanja
Baru
FORMAT LAMA FORMAT BARU
' Klasifikasi Jenis Belanja 1]  Klasifikasi lenis Belanja

»  Dual Budgeting = Unified Bud geting

= Belanja pusat terdivi dari 6 jenis » Belanja pusat terdiri dari 8 jenis
belanja (termasuk belanja belanja

| penibangunan)
| Klasifikasi Organisasi Klasifikasi Organisasi

+ Tidak tercantum dalam NK dan UU «  Daftar orgamisasi pengguna
APBN tetapi hanya tercantum datam anggaran belanja negara te rcantum
buku Satuan 3 yang ditetapkan datam NK dan U APBN jurulah
dengan Keppres kementerian negara/icmbaga

disesuaikan dengan yang ada
] Klasifikasi Sektor | Klasifikasi Sektor <

+ Terdiri atas 20 sektor dan 50 ¢ Terdiri atas 11 lungst dan 79
subsektor subfungs:

«  Program merupakan rincian dan = Program pada masing-masing
sektor pada pengeluaran rutin dan kementerian negara/lembaga
pembangunan dikompilasi sesuarl dengan

fungsinya

« Nama-nania program antara « Nama-nama program telah
pengeluaran rutin dan pengeluaran disesuaikan dengan unified budget
penibangunan agak berbeda

Dasar Alokast Dasar Alokas

+ Alokas! anggaran berdasarkan » Alokasi anggaran berdasarkan
sektor, subsektor dan program program kementerian negara/

lembaga

Sumber: NK APBN TA 2005
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Adapun perubaban mendasar dari perubaban T-Account menjadi -

Account adalah:

(1} Sistemy anggaran yang sebelumnya anggaran belanja seimbang

dinamis menjadi anggaran surplus /defisit.

{2} Tahun anggaran yang sebelumnya davi tabun fiskal {April -

Maret) menjadi tahun kalender (Januari - Desember)

Gambar1s.
Konversi Belanja Negara Menurut Jenis Belanja Dalam i- Account
s FORMATLAMA FORMATBARU
k. Pendapatan Negara dan Hibeh i Pendapatan Negaea den Hibah
Il Pentrimaan Dalam Negeri | Peperimaan Dalam Negeri
| 1 Penerimaan perpajakan 1 Penenmean perpajskan

2 Penerimean Negara Bukan
Pajak

Il Penedmaan Hibah

8. Selanjs Negara
| Belansa Pemerintah Pusat

2 Penermasn Negara Buken Pajek

W Penerimaaniiibah

B Befanja Negara
L Belanja Pemerintah Pusat

L Pengeluaran autin t—t 1 Defanm pegrial
3 Belaojo pegawai — —3 i M%
b Belanja barang N——s 3 { Belarjs s
¢ Pembayaran bunga 4 —» A Pembeysmmbings Jang
d totidd il 5 Subsdi

& Pengeluaran rutin fainnya

2. Pengelueran Pembangunan
| Il. BelanjaUntukDaersh
| 1 Dane pefimbangan
2. Dena ptonorni khususdan
penyesuaian

| E  Pemissgan

|  CheiaBioh)

7. CBantuansosi)

& Belanja lalr-lain

I Belenja Untuk Daerah

1 Dana perimbangan

2 Danagtonomikhusus dan
penyesumion

'L Keseimbangan Primer

0. Surplus/ Defisitnggaron

E. femboyaan

Sumber: NK APBN TA 2005
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PENJELASAN STRUKTUR APBN

Secara garis besar, struktur APBN terdiri dari pendapatan negara,
belanja negara dan pembiayaan. Berikut disajikan struktur APBN (i-
Account) yang digunakan hingga saat inl.

Gambar 19.
Struktur APBN
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i Pendapatan Dalam Negeri | LT,
1 Penerimasn Perpajakian ! B3 O, | O
a Pencauatan Paak Dabwm Megerr 1 1
[ Fajak 2enghasilan i
1 FPh Bigos Il
2 FPh MNon-hligas
n Fapik Pertambabian Ml s ATFLLHS?
B Pajuk Burms dan Bangunan
w RPHTB
- Curkeay [ 1174'017
Ll Papk [ainnya 1
Pendapatan Polak Perdadangan
[ -] ImLermasierian
i B 1vasuk 35 LMa
= Bty bcduar 20 B
2 Penermadn Negara Bukan Pajak 386,946 1
a Fenen maan SDA il ala
i sS0A MWigas
= Wwhnyah b
Gers buma |
i Mo Migas
= Pertambangan muni o dan
Batubar a
KyhyLgmg n
Hrenkanan
Panas burm L B
I Fendapatlan Bagan | abn BUMN LRSI ]
L PMBF Lainnya LAt a
PHLAP K /L IR I
[ml% ] la 4/% 1T
o Pandapatan BLU 20 HO LA
1] Penerimaan Hibah 2,325 1
Belanja Negara 1A76R7L
i Belanja Pemaearintah Fusar 1,280, WH
a |l subsidl 4D
a | subsid) energl 350,310 W
u Subsich BRna, LPGEBBMN 245 499 P}
) Subsich hislnk 107,8 |8 3
[} Transfer ke Daerah SUB SNa 1
¥ KESEIMBAMNGAMN PRIMER {16 oA |y
n S APLUS DEFISIT ANGGA RAN {241 Add )
% dgfipit terhadap POB {4 ay
L) PEMBIAY ADN 241 4% 1
1 Fembiayaan dulam negen 2549314
2 Pembiayaan tusr negen {netold {13a477)
!
e
BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN Sl s




A. Pendapatan Negara dan Hibah

Adalah semua penerimaan negara yang bersumber dari Pendapatan
Dalam Negeri (Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak} dan Penerimaan Hibah yang berasal dari dalam negeri
maupun luar negeri

a. Penerimaan Perpajakan, adalah semua penerimaan negara

yang terdiri atas:

1) Pendapatan Pajak Dalam Negeri, adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak
penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB}, cukai dan pajak lainnya

2) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, adalah
semua penherimaan nhegara yang berasal dari pendapatan bea
miasuk dan bea keluar

b. Penerimaan Negara Bukan Pujak (PNBP), adalah semua
penerimaan Pemerintah Pusat yang bersumber dari penerimaan
dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP
tainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

¢ Hibah, merupakan penerimaan negara yang diperoleh dari
pember: hibah, yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak
inengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri
B. Bellanja Negara
Merupakan kewajiban Pemerintah Pusat yang digunakan untuk
belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

a Belanja Pemerintah Pusat

= Belamja Pemerintah Pusat diklasitikasikan menjadi belanja
menurut organisast, belanja menurut fungsi dan belanja
menurut jents belanja.
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* Belanja menurut organisasi merupakan pengeluaran yang |
dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara,

* Belanja menurut fungsi belanja pemerintah pusat digunakan
untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, pertahanan,
ketertiban & keamanan, ekonomi, lingkungan hidup,
perumahan & fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama,
pendidikan dan perlindungan sosial.

* Belanja enurut jenis belanja belanja dialokasikan untuk
memblayai belanja pegawai, belanja barang, belanja meodal,
pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan
sosial dan belanja lain-lain

1) Belanja Pegawai
Merupakan kompensasi baik dalam bentuk uang maupun
barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik
yang masih aktif maupun yang telah purnatugas, sebagai
imbalan dan penghargaan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan,

2) Belanja Barang
Merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai
semua hal yang dikonsumsi untuk penyelenggaraan
organisasi pemerintahan.

3) Belanja Modal
Merupakan belanja yang dralokasikan untuk pembelian
barang-barang kebutuhan investasi (dalain bentuk aset
tetap dan aset lainnya).

4) Pembayaran Bunga Utang
Merupakan kewajiban yang harus dibayar sebagai
konsekuensi dari menggunakan sumber pembiayaan
utang untuk membiayai defisit anggaran  Beban
pembayaran utang ini terdini dari pembayaran bunga
utang dalain dan luar negeri.

BIRC ANALISA ANG GARAN DAN PELAKSANAAN APBN



5) Subsidi
Dialokasikan  dalam rangka meringankan beban
masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya dan
sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu
menghasilkan produk, Kkhususnya yang merupakan
kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang
terjangkau. Pengeluaran subsidi dialokasikan untuk
subsidi energi yang meliputi subsidi untuk beberapa jenis
BBM tertentu, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV serta
subsidi listrik. Selain itu juga dialokasikan subsidi non
energi yang meliputi antara lain subsidi pangan, pupuk,
benih, PSO dan lain-lain.

6) Belanja Hibah
Merupakan belanja yang dialokasikan dalam rangka
mendukung peningkatan Kkapasitas pemerintah daerah
dalam menyediakan layanan dasar umum, yang
bersumber dari Juar negeri berupa pinjaman yang
diterushibahkan ~ maupun  belanja  hibah  yang
diterushibahkan serta hibah yang bersumber dari hibah
luar negeri Pemerintah.

7) Bantuan Sosial
Merupakan belanja yang dialokasikan dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu
Pemerintah berupaya menjamin dan berkomitmen untuk
terus menmgkatkan peiaksanaan social security system
bagi seluruh rakyat Indonesia

8) Belanja Lain-lain
Belanja lam-lain untuk menampung cadangan resiko
fiskal dan belanja lainnya.

b. Transfer ke Daeragh

* Merupakan bagian dari belanja negara untuk mendana
pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam bentuk dana
perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian
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* Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentraliasi, terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil (DBH)
Dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah

Z) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan
kemampuan kemampuan keuangan antar daerah

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dialokastkan kepada daerah tertentu yang bertujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional

* Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk membiayai
pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah yaitu bagi Provinsi
Papua dan Aceh

* Dama Penyesuaian dialokasikan untuk membantu daerah
dalam melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

* Dana penyelenggaraan urusan Kkeistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta.

L Keseimbangan Primer

Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja
(tidak termasuk pembayaran bunga).
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D. Surplus/Defisit Anggaran

Surpius/Defisit merupakan selisih antara pendapatan negara dan
belanja negara. Belanja yang meiebihi pendapatan disebut defisit.
Sebaliknya jika pendapatan yang melebihi belanja disebut surpius.

E. Pembiayaan

Pembiayaan diperlukan untuk menutupi defisit anggaran, yang
bersumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembiayaan
dalam negeri berasal dari perbankan dan non perbankan dalam
negeri.

F. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Merupakan selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas reahsasi
defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
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SICLUS PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

APBN

LANDASAN HUKUM

Untuk  mewuwudkan  cita-cita rakyat Indonesia yang tertcia dalam
preambule Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia (UUD
NRI} Tahun 1945 alenia keempat, vaitt "memajukan kescjahterain
umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, per damatan abadi clan
keadilan sasal” salah satu caranya adalah menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN}. Dajam Pasal 23 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 mengamanatkan “APBN ditetapkan setiap talun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara lerbuka dan bertanggung
Jawab dan sebesar-hesarnya kemakmuran rakyat”.  Dengan demikian
APBN merupakan scbuah undang-undang  Howind juga ditegaskan dalam
UU No 27 Tahun 2009 tentang Majells Permusyawaratan Rakyat, Dewin
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan DPerwakilan
Rakyat Dacrah (MD3) dalam Pasal T angka 7. Dalam Pasal 23 avat (2)
UUD AR Tahun 1945, scbagai undang-undang, Rancangan Undang-
Undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibalas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR} dengan memperhatikan pommbangan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan dalam Pasal 23 ayat (3) mengatur-
jika DPR tidak menyetujum rancangan APBN yang diusulkan Presiden,
Pemermtah menjalankan APBN tahun yang klu,  Pengaturan i juga
diatur dalam Pasal 159 avat (6) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3

Pihak yang berperan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan
APBN adalah DPR, DPD dan Pemerintah, Dalinm Pasal 2210 ayat (2) UUD
NRI' Tahun 1945 mengatwr tentang peran DPD dalam memberikan
pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-lUndang (RUU) APBN

O

=
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serta pada ayat (3) diatur tentang DPD dapat melakukan pengawasan
atas pelaksanaan APBN

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3
ayat (4) mengatur fungsi APBN, yaitu APBN memiliki fungsi otorisast,
percncanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi
otorisasi dapat diartikan APBN menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan
fungsi perencanaan bermakna menempatkan APBN sebagai pedoman
dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, dan
fungsi pengawasan dapat didefinisikan memberikan peran bagi APBN
sebagat dasar untuk memlai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan
pemcrintahan Negara dengan ketentuan yang felah ditetapkan. Selain
makna seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, APBN juga harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian sebagal
perwujudan fungsi alokasi. APBN harus memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan serfa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian sebagai implikasi dari fungsi
distribusi dan stabilisasi

Berdasarkan ketentuan umum dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
selanjutnya disebut APBN didefinisikan sebagai rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.

Dalam PP No 90 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) tentang Penyusuban
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyusunan APBN
setiap tahun olch Pemerintah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan
fungst pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara Pada ayat (2) nya
mengatur tentang APBN harus dikelola secara tertib dan bertanggung
jawab  sesuai  kaldah umum  praktik penyeenggaraan tata
kepemerintahan yang baik. Dalam rangka pengelolaan secara tertib dan
bertanggung jawab, maka penyusunan APBN yang diawali oleh
penyusunan rencana kerja dan anggaran K/L berpedoman kepada PP No
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90 Tahun 2010. Sementara dokumen pelaksanaan anggaran untuk
Bendahara Umum Negara {(Belanja Non K/L) berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara,*

Sebagai bentuk pengendalian atas pengelolaan keuangan negara
bertanggung jawab, maka konstitusi mengamanatkan Menteri Keuangan
untuk menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan
APBD yang tidak melebihi 3 (tiga) persen dari Produk Domestik Bruto.
Hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemcrintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pasal 6 ayat (1) mengatur tentang Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintahan. Pada ayat (2) diatur mengenai kekuasaan
tersebut, yaitu:

a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal
dan wakil Pemerimtah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan;

b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga setaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinanya,

c. Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala
daerah yang dipisahkan.

* Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia, Penyusunan konsep Kebijakan dan Kupasitas
Frakal  Sebagal Langkah Awal (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Diijen
Anggaran, Dil ektorat Penyusunan APBN, Jakarta 2014 ] hal 2

* Pakok-Pakok Sikius APBN di indanesia, Penyusunan konsep Kebijakan dan Kupusitas
Fiskal Sebagai Langkah Awal (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen
Anggaran. Direktorat Penyusunan APBN, Jakarta 2014 ) hal 2-3

I
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d.

Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi
antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur
dengan undang-undang

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara mengatur fentang tugas Menteri Keuangan dalan rangka
pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, yaitu sebagai berikut:

D oon O o,

Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
Mengesahkan dokuinen pelaksanaan anggaran;

Melakukan perjanjian internasional di bidang keaungan;
Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah
ditetapkan dengan undang-undang; melaksanakan fungsi
bendahara umum negara;

Menyusun laoran lkeuangan yang merupakan
pertanggungjawaban  pelaksnaan  APBN; dan melaksanakan
tugas-tugas lain dibidang pengelotaan fiskal berdasarkan
ketentuan undang-undang

Penggantian UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang disahkan oleh
Paripurna pada tanggal 08 Juli 2014 lalu, terdapat beberapa perubahan
terkait penyusunan dan pengawasan terhadap APBN diantaranya:

1

Dalam Pasal 71 huruf d dan huruf e mengenai wewenang DPR,
huruf d berbunyi “memperhatikan pertimbangan DPD atas
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama; Dan Pasal 71 huruf e berbunyi
"membhahas  bersama  Presiden dengan  memperhatikan
pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan
undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
Dalam norma ini, terdapat penambahan ruang lingkup
pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPD, yaitu tentang pajak,
pendidikan, dan agama

Pasal 76 terkait keanggotaan, ditambah 2 ayat, yaitu ketentuan
pada ayat (5} yang mengatur tentang setiap anggota, kecuali
pimpiran MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah
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satu komisi. Dan ayat (6) tentang ketentuan setiap anggota
hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat
kelengkapan lainnya yang hersifat tetap, kecuali sebagai arggota
Badan Musyawarah.

Pasal 80 mengenai hak keanggotaan huruf ) yang berbunyi
"mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan
daerah pemilihan.

Pasal 108 ayat (1) mengatur tentang DPR menetapkan susunan
dan keanggotaan Badan Anggaran berdasarkan representasi
anggota dari setiap provinsi berdasarkan perimbangan dan
pemetaan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Dan pada
penjelasan dalam Pasal 108 ayat (3) mengatur tentang jumlah
anggota Banggar memberikan alokasi yang lebih banyak
terhadap komisi yang menangani urusan keuangan negara

Dalam Pasal 110 huruf ¢ menegaskan mengenai alokasi anggaran
untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer
daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan
Pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 110 huruf e mengatur tentang
melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembanguan
daerah pemilihan yang diusulkan komisi.

TATA CARA PENETAPAN APBN

Tata cara penetapan APBN meliputi:

1

Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah disusun cleh Pemerintah
untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR
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3 Rencana Kerja Pemerintah yang telah dibahas dan disepakat
bersama dengan DPR menjadi pedoman bagi penyusunan
rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu
kesatuan dengan APBN dan menjadi acuan kerja Pemerintah
yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Dari tata cara penetapan APBN di atas dapat digambarkan secara
sederhana bahwa proses penetapan APBN dimuiai dengan penetapan
Rencana Kerja Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRS

SIKLUS PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBN

Dalam menjalankan tugas dan wewenang DPR untuk membahas
bersama Presiden dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-
undang APBN yang diajukan olch Presiden, DPR menyelenggarakan
kegiatan sebagai berikut:

1. Pembicaraan Pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank
indonesta datam rangka menyusun Rancangan APBN

2 Pembahasan dan Penetapan APBN

3. Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis
6 (enam) bulan berikutnya

4. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang APBN

5 Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN.

1. Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN

Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN merupakan siklus
pertama yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dalam rangka
pembahasan dan penetapan APBN  Tahapan Pembicaraan
Pendahuluan meliputi :

© Praktek pelaksanasn pada  periode 200402004 dilaksanakan  bersamaan  dengan siklus
bic pendahuluan
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1)

3)

4)

5)

Pemerintah menyampaikan Peraturan Presiden (Perpres)
tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun berikutnya kepada
DPR Rl pada pertengahan bulan Mei untuk dibahas bersama.

Rapat Paripurna DPR R|, pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya
atau sehari sebelumnya apabila tanggal terscbut jatuh pada hari
libur, dengan agenda dengan acara Pemerintah menyampaikan
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
RAPBN tahun anggaran berikutitya kepada DPR RI

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
tersebut meliputi Kerangka ckonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya; Kebijakan umum
dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
kementerian/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran, dan
Rmcian unit organisasi, fungsi dan program.

Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda pandangan fraksifrkas:
atas materi disampaikan oleh Pemerintah dalam rapat paripurna
sebelumnya.

Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda tanggapan pemerintah
atas pandangan fraksi-fraksi.

Rapat kerja badan anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri
PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia dalam
rangka Pembahasan RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN
Tahun Anggaran berikutnya

Dalam rapat kerja tersebut akan disampaikan dan dibahas
mengenai RKP. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal yang akan diterapkan dalam tahun berikutnya
serta pembentukan panitia kerja (panja) yang terdiri dari Panja
Asumsi Dasar, Kebijakan Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan,
Panja RKP dan Prioritas Anggaran, Panja Kebijakan Belanija
Pemerintah Pusat serta Panja Kebijakan Transfer ke Daerah
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i

6)

9

Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerjanya.
Rapat kerja komisi-komisi dilaksanakan untuk membahas:

a RKP dan RKA Kementerian/Lembaga, yang hasil
pembahasannya disampaikan secara tertulis kepada
Badan Anggaran

b. Pembahasan asumsi pertumbuhan ekonom, inflasi, kurs,
nilai tukar rupiali dan tingkat suku bunga SPN yang
dilakukan oleh Komisi XI dengan mutra kerjanya serta
menyampaikan hasil pembaliasannya seeara tertulis
kepada Badan Anggaran.

¢. Pembahasan asumsi harga minyak mentah dan lifting
minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Komisi VII
dengan mitra Kerjanya serta menyampaikan hasil
permbahasannya secara tertulis kepada Badan Anggaran.

Rapat Punitia Kerja

Sebelum melaksanakan rapat panja, Badan Anggaran terlebih
dahulu melaksanakan rapat intern dengan agenda penyampaian
dan pembahasan hasil pembahasan komisi-komisi.

Hasi! pembahasan panja akan dilaporkan dan disahkan dalam
Rapat Kerja dengan Menteri Keuvangan, Menteri PPN/Kepala
Bappenas dan Gubernur Bank [ndonesia. Sebelum dilaporkan
dan disahkan dalam rapat kerja, hasil pembahasan panja
disampaikan terlebih dahulu dalam rapat intern Badan Anggaran
dan telah memasukkan hasil penyempurnaan alokasi anggaran
oleh komisi-komisi.

Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerjanya dalam rangka
melakukan penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi
dan program K/L sesuai dengan hasil pembahasan Badan
Anggaran

Hasil penyempurnaan dan sinkronisasi oleh komisi-komisi
disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk
disinkconisasy sebelurn rapat kerja Badan Anggaran.
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9) Rapat Kerja Badan Anggaran dengan dengan Menteri Keuangan,
Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
dalam rangka penyampaian laporan dan pengesahan hasil
pembahasan panja-panja

10) Rapat Paripurna DPR Rl, dengan agenda penyampaian laporan
hasil pembahasan tentang RKP dan Pembicaraan pendahuluan
RAPBN 2015 di Badan Anggaran.
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2. Pembahasan dan Penetapan RUU APBN¢
Meckanisme yang dilakukan dalam pembahasan dan penetapan RUU
APBN melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1) Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus

Tahun Sidang DPR diawali setiap tahun pada tanggal 16
Agustus yang ditandai dengan diselenggarakanya Rapat
Paripurna DPR Rl Agenda Rapat Paripurna imi adalah
pembukaan Masa Sidang [ dan Pidato Presiden Rl dalam
rangka pengajuan RUU APBN tahun anggaran berikuthya
disertai  Nota  Keuangan dan  dokunien-dokumen
pendukungnya kepada Dewan.

2) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RUU
APBN kepada Pimpinan DPD Rl

3} Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda penyan-paian
pandangan umum Fraksi-Fraksi atas RUU APEN vyang
disampaikan oleh Pemerintah

4} Rapat Paripurna DPR Rl dengan agenda penyampaian
tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-
Fraksi.

Dalam rapat ini juga dinyatakan bahwa pembahasan akan
dilakukan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah yang
diwakili oleh Menteri Keuangan atau menteri yang ditunjuk
oleh Presiden untuk membahas bersama Dewan

5} Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan,
Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank
Indonesia, dengan agenda Penyampaian pokok-pokok RUU
APBN oleh Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah,

“PPepetapan RUU APBN menjads LU selambat-lambatnya 2 {dua) bulan sebelum tahun g
vang bersangkuran dilaksanakan
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Penyampaian perkembangan moneter dan kebijakan dalam
tahun berikutnya oleh Gubernur Bank Indonesia serta
Pembentukan Panja dan Tim Perumus:

6) Rapat Kerja Komisi dengan mitra kerjanya
Rapat kerja komisi dilaksanakan untuk membahas:

a. RKAKL, Pendapatan Negara, Pembiayaan dan kriteria
teknis DAK sesuai dengan Bidang tugas pasangan Kerja
komisinya, yang hasil pembahasannya disampaikan
secara tertulis kepada Badan Anggaran.

b. Komisi Vil dan XI melakukan pembahasan asumsi makro

7) Rapat Internal Badan Anggaran, dengan agenda pembahasan
hasil pembahasan rapat kerja komisi

8) Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran, yang terdiri dari panja
Asumsi Dasar, Pendapatan, defisit dan pembiayaan, Panja
belanja pemerintah pusat dan Panja Transfer ke daerah”

9) Rapat Internal Badan Anggaran dengan agenda penyampaian
hasil pembahasan panja.

10) Rapat tim perumus Draft RUU APBN yang dilanjutkan dengan
rapat intern Badan Anggaran untuk melakukan sinkronisasi
hasil-hasil panja dan timus draft RUU.

11)Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerjanya untuk
penyesuaian RKA K-L sesuai hasil pembahasan di Badan
Anggaran (selama 7 {tujuh) hari kerja} untuk selanjutnya
hasilnya disampaikan kembali ke Badan Anggaran untuk
ditetapkan.

12) Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan,
Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank [ndonesia
(Pembicaraan Tingkat 1) dengan agenda:

* Pada tahapan m Badan Anggaran menerima Pertimbangan DPD aras RUU tentang APBN termasuk
didalamnya tentang DAL melalwr Pimpinan DPR Rl serta pahng lambat 14 (empar belas) han
bl sm duambil perselujuan bersama antara DPR dan Presiden
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a Pengantar Ketua Badan Anggaran,

Penyampaian laporan dan pengesahan hasil-hasil panja
dan tim perumus perumus draft RUU,

Pembacaan naskah RUU APBN,

Pendapat mini Frakst sebagai sikap akhir Fraksi,
Pendapat Pemerintah,

Penandatanganan naskah RUU APBN,

Pengambilan Keputusan atas RUU APBN untuk
dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat [[ dalam Rapat
Paripurna DPR Rl

=

™ Mmoo n

13) Rapat Paripurna DPR Rl {Pembicaraan Tingkat I} dengan
agenda®:

a Penyampaian laporan pembahasan RUU APBN i Badan
Anggaran oleh Pimpinan Badan Anggaran. laporan
berisi proses pembahasan, sikap akhir fraksi, dan hasil
Pembicaraan Tingkat | di Badan Anggaran.

b Pernyataan persetujuan/penolakan dari tiap-tiap Fraksi
secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat
Paripurna.

¢. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dlsamp‘alkan
oleh Menteri yang mewakilinya.

» Dalam hal DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemenntah dapat melakukan pengeluaran paling
ungpl sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya
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3. Pembahasan Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 (Enam)
Bulan Berikutnya APBN Tahun Berjalan

Badan anggaran mengadakan pembahasan dengan Pemerintah dan
Bank indonesia pada triwulan ketiga setiap tahun anggaran tentang
laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk 6
{enam) bulan berikutnya yang disampaikan Pemerintah kepada
DPR paling lambat pada akhir Juli tahun anggaran yang
bersangkutan. Tahapan pembahasannya terdiri dari .

1) Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan,
Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Gubernur Bank
indonesia dengan agenda penyampaian  pokok-pokok
laporan realisasi semester | dan prognosis 6 {enam) bulan
berikutnya untuk APBN tahun berjalan oleh Menteri
Keuangan dan Pembentukan Panja Perumus Kesimpulans.

2) Rapat Panja Perumus Kesimpulan untuk membahas
laporan realisasi semester | dan prognosis semester II
pelaksanaan APBN tahun anggaran berjalan.

3} Rapat Internal Badan Anggaran untuk penyampaian hasil
pembahasan panja perumus kesimpulan.

4} Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan,
Menten Negara Perencanaan Pembangunan
nasional/Kepala Bapenas, dan Gubernur Bank indonesia
untuk penyampaian dan pengesahan laporan janja
perumus kesimpulan

T DPD dapat menyampaikan pengiawasan atas pelaksanaan APBN kepada PR sebagai bahan
peartmbangan untuk ditindaklanjuti
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Gambar?22.

Alur Pembahasan Laporan Semester [ APBN & Prognosis Untuk 6 Bulan Berikutnya
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4. Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN 0

Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau
perubahan postur APBN yang sangat swgnifikan, Pemerintah
mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN
tahun berjalan Perubahan asumsi makro yang signifikan tersebut
berupa prognosis penuruanan pertumbuhan ckonomi, minimal 1%
(satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau
deviasi asumsi ekonomi makro lainnya minimat 10% (sepuluh
persen) dari asumst yang telah ditetapkan Sedangkan perubahan
postur APBN yang sangat signifikan berupa prognosis penurunan
penerimaan perpajakan minimat 10 persen (sepuluh persen) dari
pagu yang telah ditetapkan, kenaikan atau penurunan belanja
kementerian/lembaga minimal 10 persen {sepuluh persen) dari
pagu yang telah ditetapkan, kebutuhan belanja yang bersifat
mendesak  dan  belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau
kenaikan defisit minimal 10 persen (sepululy persen) dar! rasio
defisit APBN terbadap produk domestik biute (PDB) yang telah
ditetapkan

Tahapan pembahasan dan penetapan RUU tentang perubahan APBN
tidak berbeda jauh dengan proses pembahasan dan penetapan RUU
APBNIl  Perbedaan yang sangat mendasar adalah hanya pada
tahapan awal dalam Rapat Paripurna DPR RI Jika dalam
pembahasan dan penetapan RUU APBN, prosesnya diawali dengan
penyampaian Raneangan Undang-Undang tentang APBN dan Nota
Keuangan oleh Presiden di Rapat Paripurna dan dilanjutkan dengan
pemandangan umum  Fraksi-Frakst dan jawaban/tanggapan
Pemerintah. Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan APBN, tahapan awal dimulai dengan pembacaan tentang
Rancangan Undang-Undang Perubahan APBN yang disamp.tikan

YPembahasan dan penctapan RUU tentang perubahan APBN ditetapkai pabing bina | (saul) bulan

dalam masa sidang scjak RUU tentang perubahan APBN diajukan pemenimtah le DPR
I DPY menyamp.ukan  pengawasan  atas  pelaksanaan APBN  kepada DPR - sebagal bahan
pertmbangan untuk ditindaklanjuey
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pemerintah dalam Rapat Paripurna dan akan dibahas oleh Badan
Anggaran dan komisi terkait

5 Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan APBN

Pemerintah menyampaikan pokok-pokok rancangan undang-
undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam
rapat paripurna DPR Rl berupa laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh BPK Rl selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir. Tahapan proses pembahasan dan
penetapan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
adalah sebagai berikut :

1} Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda penyampaian pokok-
pokok RUU  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN oleh

Pemerintah,

2} Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian
pandangan fraksi terhadap materi RUU tersebut.

3) Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda penyampaian tanggapan
pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dalam rapat ini
dinyatakan bahwa pembahasan akan dilakukan oleh Badan
Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri
Keuangan atau menteri yang ditunjuk oleh Presiden untuk

membahas hersama Dewan.

4) Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili
oleh Menteri Keuangan, dengan pembahasaniZ:

a) Penyampaian pokok-pokok RUU P2 APBN oleh Menteri
Keuangan,

b) Peinbentukan Panja:

a.  Panja Perumus Kesimpulan

? Badan Anpgman dapat melakukan konsultas: dengan BPK tentang RUU P2 APBN dengan
——persetujian Pimpman Dewan (bila diperlukian)
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b. Panja Perumus Draft RUU P2 APBN

5) Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerjanya untuk membahas
tentang laporan keuangan negara, untuk kemudian disampaikan
kepada Badan Anggaran.!3

6) Rapat Internal Badan Anggaran, dengan agenda penyampaian
hasil pembahasan komisi dengan mitra kerjanya tentang laporan
keuangan negara, penyampaian hasil telaahan BAKN dan
Penyampaian pertimbangan DPD

7) Rapat Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draft RUU P2 APBN

8) Rapat Internal Badan Anggaran untuk mensinkronkan hasil
Panja Perumus Kesimpulan dan Draft RUU P2 APBN.

9) Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan
(Pembicaraan Tk. I), dengan agenda:
a. Pengantar Ketua Badan Anggaran,
b. Penyampaian laporan dan pengesahan hasil panja
perumus Kesimpulan dan Draft RUU P2 APBN,
Pembacaan naskah RUU P2 APBN,
Pendapat mini Fraks: sebagai sikap akhir Fraksi,
Pendapat Pemerintah,
Penandatanganan naskah RUU P2 APBN,
Pengambilan Keputusan atas RUU P2 APBN untuk
dilanjutkan ke Tingkat Il

@™ ™o oon

10] Rapat Paripurna DPR Rl (Pembicaraan Tk. 1) dengan agenda:
a. Penyampaian laporan pembahasan RUU P2 APBN di
Badan Anggaran oleh Pimpinan Badan Anggaran. Laporan
berisi proses pembahasan, stkap akhir fraksi, dan hasil
Pembicaraan Tingkat | di Badan Anggaran,

" BAKN dapal menyampaikan telaahan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat yang telah
diaudiv BPK kepada Badan Anggeran dan/fatau Komisi-Konust DPD juga dapat menyamprakan
pertimbangan kepada DPR atas hasi pemeriksaan kevangan negara dart HPK
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h. Pemyataan persetujuan/penolakan dari tiap-tiap fraksi
secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna.

¢. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang disampaikan
oleh Menteri yang mewakilinya.
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KELEMBAGAAN DAN TUGAS BADAN

ANGGARAN

Sesuar dengan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-
undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana
yaug telah disahkan dalam Rapat paripurna DPR Rl tanggal 8 jul 20 14,
Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR
yang bersifal tetap

Susupan dan keanggotaan Badang Anggaran berdasarkan representasi
anggota dari setiap propinsi beredasarkan perimbangan dan pemerataan
jumiah anggota sehap fraksi. Representasi mopinsi merupakan tambahan
ketentuan baru yang dalam Undang-undang sebelumnya hanya mengatur
keterwakilan fraksi dan komisi. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1
(satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih
dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap
berdasarkan usulan [raksi sesual dengan prinsip musyawarah untuk
mufakat, Klausul “satu paket yang bersifat tetap” merupakan Kketentuan
baru, yang dalam undang-undang sebelumnya Punpibad Badan Anggaran
ditentukan berdasarkan konsensus Fraksi sccara proporsional  Jumlah
anggota Badan Anggaran memberikan alokasi yang lebih banyak terhadap
komisi yang menangani urusan keuangan negara

Tugas badan Anggaran sebagaimana Pasal 110 adalah sebagai berikut

a. membahas bersama Pemnerintah yang diwakili ©leh menteri unruk
menentukan pokole-pokok kebijakan fiskal secara wmum dan prioritas
anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga
datam menyusun usulan anggaran:

b, menetapkan  pendapatan  nhegara  bersama  Pemerintah  dengan
mengacu pada usulan komisi yang berkatan;

¢ membohas  rancangan  undang-undang tentang APBN  Dbersama
Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenal alokasi anggaran
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untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer|
daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan
Pemerintah; '

Penjelasan Pasal :

Dalam rangka efektivitas pembahasan alokasi dana transfer ke daerah |
oleh komisi, pembahasan dapat dilakukan dalam rapat gabungan'
komisi atau lintas Komisi bersama pemerintah

d  melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di Komisi dan alat|
kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran
ke men terian/l embaga;

e, melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan
daerah pemilihan yang dusulkan komisi;

. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan
dengan APBN; dan

g membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

Badan Anggaran hanya inembahas alokasi anggaran vyang sudah
diputuskan oleh Komisi.

Anggota Komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi‘
anggaran yang diputuskan Komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan
tugas tersebut kepada Komisi melajui rapat Komisi.
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Tanggal 22 Mei 2014 lalu, Makamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk
memenuhi sebagian tuntutan atas Yudisial Review UU No 27 Tahun 2007
tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD serta UU No 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

Keputusan Makamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan para Pemchen untuk sebagian:
1.1. W} No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

Frasa “kegiatan, jenis belanja” dalam Pasal 15 ayat (5) tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat Dan diubah menjadi “"APBN yang disetujui
oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”;

1.2 UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu:

- Pasal 71 huruf g tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah
RUU APBN diundangkan menjadi UJ APBN*;

- Frasa "dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat Diubah, selengkapnya
menjadi “..c.membahas rancangan undang-undang tentang APBN
bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan
mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah
mengenai  alokasi angaran untuk fungsi, dan program
kementerian/lembaga”;

- Pasai 156 huruf a dan huruf b bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai,
“masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN
diundangkan menjadi U APBN";

Frasa “antarkegiatan, dan antarjenis belanja” dalam Pasal 156
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huruf ¢ angka 2 huruf (c) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, yang selanjutnya diubah selengkapnya menjadi “.c
keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran
anggaran antarunit organisasi, dan/atau:;

Frasa “dan kegiatan" dalam Pasal 157 ayat (1) huruf ¢ tidak
mempunyai kekuatan hukm mengikat, diubah selengkapnya
menjadi “._c.rincian unit organisasi, fungsi, dan program”;

Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5} tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, diubah selengkapnya
menjadi “.. (5) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai
dengan unit organisal, fungsi, danprogram®;

Dalam Pasal 71 huruf g dan Pasal 156 huruf a dan huruf b memutuskan
bahwa DPR tidak lagi melakukan pembahasan lebih dalam terhadap suatu
anggaran (biasanya terjadi antara Komisi dan kementerian) setelah APBN
diputuskan Sehmgga tanda bintang yang diberikan DPR ketika dalam
pembahasan RAPBN terhadap anggaran yang tidak sesuai dengan
perencanaan akan diputuskan disetujui atau tidak disetujii sebelum RUU
tentang APBN disahkan. Hal ini akan berdampak pada tidak ada lagi
tanda bintang yang diberikan oleh Kementerian Keuangan pada saat
pelaksanaan anggaran terkait belum jelasnya status suatu anggaran
karena masih ditandai bintang oleh DPR walaupun UU APBN sudah
disetujul,

Sumber: Putusan MK Nomor 35/PUU-XI[/2013 dan UU No 27 Tahun 2009
tentang MD3
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Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu lembaga
tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
lembaga perwakilan rakyat. Peran DPR sangat penting bagi
kelangsungan ketatanegaraan Republik Indonesia karena DPR terdiri
atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalu
pemilihan wmum. Tiap anggota DPR adalah representasi rakyat yang

telah memilihnya

Buku Pelaksanaan Fungst Anggaran DPR Rl ini dipersembahkan hagi
Anggota DPR-Rl sebagai sumber informasi dan referensi dalam
membantu menjalankan tugas sebagal wakil rakyat. Dengan adanya
buku inl diharapkan anggota DPR Rl mengoptimalkan perannya dalam
ketatanegaraan [ndonesia.

Penyusunan buku ini melalui proses yang panjang, namun jika dalam
perkembangannya masih terdapat kekurangan dalam penulisannya
maka masukan dan  kritikan pembaca sangat diharapkan demi
kebhermanfaatan buku ini di masa mendatang
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